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ABSTRAK 

 

 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peraturan tentang hak penasehat 

hukum untuk menghadiri reka ulang (rekonstruksi) perkara pembunuhan dan 

juga untuk mengetahui langkah hukum penasehat hukum korban yang dilarang 

menghadiri reka ulang (rekonstruksi) perkara pembunuhan. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif 

dan sifat penelitian deskriptif dan preskriptif yaitu menggambarkan 

permasalahan yang diteliti dan diambil menggunakan perundang-undangan 

yang berlaku dikaitkan dengan asas-asas hukum memberi solusi bagi 

pengaturan hukum masa yang akan datang. Tipe penelitian yang penulisan 

gunakan pada penelitian yaitu kekaburan norma. Hasil penelitian ini adalah : 

Pertama, kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila perlu 

dikembangkan, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, berani untuk 

menolong kebenenaran dan membantu keadilan yang semakin memburuk. 

Untuk menciptakan suasana yang aman, berbangsa, dan bernegara di perlukan 

undang-undang dan norma yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan 

tindakan individu. Setiap orang harus mempunyai rasa untuk dirinya sendiri 

tetapi juga orang lain dan masyarakat, tata cara penyelesaian perkara pidana 

terhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana. Kedua, keadilan dalam 

sesorang mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang 

dalam segala hal, maka proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah 

pihak seimbangan dalam segala hal. pembela dengan pengetahuan dan 

pengalaman hukumnya yang mendampingi tersangka atau dalam memperoleh 

putusan yang adil. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan 

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut diartikan setiap 

warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus menjujung tingi hukum yang 

ada. 

 

 
Kata kunci (keyword) : Kehadiran Penasehat Hukum, Reka ulang, 

Pembunuhan. 
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